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Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
yang menjadi inti dari penulisan skripsi ini:

1 Bahwa Desa dalam perjalanan sejarahnya mengalami berbagai perubahan pengaturan
dalam undang-undang, baik ketika desa mempunyai hak mengatur daerahnya sendiri
(memiliki otonomi) maupun saat desa diseragamkan dan hanya menjadi wilayah yang
bersifat administratif. Bahwa pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan
pendudukan Militer Jepang desa merupakan daerah yang otonom. Demikian juga
paska kemerdekaan Indonesia, meskipun mengalami berbagai perubahan undang-
undang mulai UU No. 1 tahun 1945 sampai UU No. 18 tahun 1965 desa tetap
merupakan daerah yang otonom. Tetapi pada masa diundangkannya UU No. 5 tahun
1979 tentang Pemerintahan Desa, desa tidak lagi menjadi daerah otonom melainkan
menjadi wilayah administratif. Kemudian sejak berlakunya UU No. 22 tahun 1999
dan mengalami perubahan dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah desa kembali menjadi daerah yang otonom.

2 Bahwa desa mempunyai dua model hubungan yaitu hubungan vertikal dan hubungan
horizontal. Hubungan vertikal adalah berupa pengawasan dan kontrol dari
pemerintahan di atas desa, mulai dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan hubungan horizontal
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desa adalah hubungan yang terkait dengan kegiatan hukum privat desa, dengan
melakukan kerjasama baik dengan pemerintah kabupaten dan jajarannya, dengan
antar desa maupun dengan pihak ketiga. Kepala Desa adalah Pejabat Tata Usaha
Negara, sehingga keputusan kepala desa yang tertulis yang bersifat konkret,
individual dan final serta berakibat hukum pada seseorang atau badan hukum perdata

adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan di
PTUN.
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